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Abstrak 
Konsep urban farming telah digagas oleh berbagai aktor meliputi: pemerintah, sektor swasta, 
maupun kelompok masyarakat. Munculnya, peran urban farming terhadap ketahanan pangan 
rumah tangga berdasarkan perspektif political ecology dilihat dari implementasi urban farming 
di Kota Bandung yang terutama terkait dengan analisis interaksi pasar, layanan, dan institusi 
serta rantai pemasaran produk. Pada penelitian ini berguna untuk mengetahui analisis dalam 
melihat pelaksanaan urban farming di Kota Bandung yang digunakan. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas tentang perbedaan peran 
urban farming antara program pemerintah kota dan organisasi independen, dilihat dari sumber 
daya juga melalui kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar. Kegagalan kebijakan disebabkan 
kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota kurang berhasil dalam memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung. Oleh karena itu dibutuhkan  inovasi  melalui 
urban farming yang dibentuk secara top down oleh Pemerintah Kota melalui Dinas  Ketahanan 
Pangan dan Pertanian (DKPP). Sedangkan, kegagalan pasar terjadi pada urban farming di  Kota 
Bandung dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar. 
Hal ini merupakan salah satu motif dominan munculnya urban farming bottom up oleh 
kelompok organisasi independen. Sementara, sumber pemodalan urban farming yang dibentuk 
DKPP Kota Bandung adalah berupa sarana pendukung sarana tanam, instalasi hidroponik, dan 
pembuatan greenhouse, namun pemodalan urban farming yang dibentuk organisasi 
independen bersumber dari kontribusi anggota masyarakat koperasi dan dana bank. Serta, 
aspek penting yang dibutuhkan  oleh kelompok organisasi independen yaitu mengefisienkan 
biaya operasional dengan mengetahui cara menggunakan kembali barang bekas menjadi 
barang-barang yang produktif. 
 




Strategi pertanian perkotaan berkelanjutan melalui implementasi urban farming telah 
diterapkan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, konsep urban farming telah digagas oleh 
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berbagai aktor meliputi: pemerintah, sektor swasta, maupun kelompok masyarakat. Tujuannya 
untuk merespon kebutuhan pangan masyarakat perkotaan yang sangat tinggi sedangkan daerah 
perkotaan mengalami kekurangan lahan untuk produksi pangan (Smith, 2016). Namun 
demikian, penerapan urban farming di berbagai wilayah terancam dengan fenomena 
dikontinuitas (ketidakberlanjutan). Diskontinuitas dalam bidang pertanian terjadi karena 
biayanya lebih mahal atau tidak efisien, sehingga penerima manfaat tidak dapat menyesuaikan 
diri dengan tuntutan perencanaan praktik baru (Bishop  and Cougheneour, 1961). 
Untuk menghadapi masalah diskontinuitas dalam pengelolaan pertanian perkotaan yang 
berkelanjutan diperlukan orientasi pada peningkatan peran aktor di perkotaan. Hasil penelitian 
Bauw (2015) menunjukan bahwa peran masyarakat dalam mengikuti praktik pertanian 
perkotaan dapat meningkatkan 40 persen ketersediaan pangan. Oleh sebab itu, peran aktor 
dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan sangat dibutuhkan karena orang  kota merupakan 
konsumen yang kurang berselera dengan sayuran dan buah yang ada di  pasar kota terkait 
kandungan pestisida dan campuran obat-obatan. Hal ini mendorong aktivitas pertanian 
subsisten di lingkungan perkotaan yang dilakukan oleh manusia  dengan memanfaatkan sisa 
lahan di sekitar rumah.  
Adanya ketertarikan orang perkotaan untuk terlibat dalam aktivitas pertanian telah 
mendapatkan perhatian organisasi pangan internasional (FAO) dan pemerintah lokal. Salah 
satu contohnya di kota Bandung dimana pertanian perkotaan menjadi program resmi 
pemerintah kota melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).  DKPP Kota 
Bandung telah mengimplementasikan pengelolaan pertanian berkelanjutan dengan 
mengoptimalkan pembentukan kelompok tani melalui Buruan Sae. Disisi lain ditemukan 
beberapa kelompok tani kota (urban farming) independen yang belum terlembaga secara 
formal tanpa meminta bantuan pemerintah setempat dalam hal pendampingan secara teknis.   
Peran urban farming terhadap ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan perspektif 
political ecology dilihat dari urban farming berbasis subsisten yang merupakan pertanian 
perkotaan di mana dipergunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam scope rumah 
tangga. Salah satu fungsi pertanian perkotaan berperan dalam memastikan ketersediaan pangan 
bagi masyarakat perkotaan (Smith et al, 2001). Perubahan hubungan dalam arti produsen yang 
memproduksi makanan dengan konsumen tidak dapat dipisahkan dari perubahan interaksi di 
tingkat global dengan kebijakan regional dan nasional saat ini (Schermer, 2015). Tentu saja, 
urban farming berbasis subsisten dicakup oleh dinamika kebijakan yang mendasari penerapan 
urban farming berbasis subsisten sebagai skema untuk memenuhi kebutuhan. 
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Ketergantungan pangan termasuk dalam kegagalan pemerintah untuk menyediakan 
sumber makanan berkualitas baik secara mandiri di daerah perkotaan. Realitas di daerah 
perkotaan yang terjadi adalah mahalnya harga tanah (Ellis 1998 dalam Bon, Parrot, and 
Moustier, 2010). Hal ini menandakan bahwa kegagalan kebijakan (policy failure) pada urban 
farming berbasis subsisten terjadi karena perbedaan antara pedesaan dan perkotaan yang terkait 
dengan hubungan pedesaan-perkotaan dimana tidak merata. Sementara, daerah perkotaan 
mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, seperti: tanah, makanan, dan energi, tetapi tidak 
mengembalikan sumber daya ini. Ini menunjukkan bahwa kota membutuhkan lebih dari 
memberi (Edwards, 2014). Sedangkan kegagalan pasar (market failure) dalam konteks 
pertanian, salah satunya ditandai dengan peredaran produk pestisida ilegal di pasar dengan 
permintaan tinggi. Hal ini diketahui dari laporan FAO yang bekerja sama dengan WHO, 
mereka menyatakan bahwa 30% pestisida yang diimpor dan dipasarkan di negara berkembang 
tidak memenuhi syarat untuk standar kualitas internasional (Zimba and Zimudzi, 2016).  
Penggunaan pestisida yang berada di bawah standar dapat menimbulkan dampak yang 
signifikan terhadap pencemaran makanan, air minum, dan lingkungan serta organisme akuatik 
yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan (Zimba and Zimudzi, 
2016). Ketidakmampuan pasar untuk membendung produk pestisida ilegal adalah bentuk 
kegagalan. Di sisi lain, konsumen mengetahui konten produk yang beredar melalui informasi 
yang diperoleh dari produsen lain dari pasar petani dan teknologi komunikasi. Pada akhirnya, 
konsumen memiliki preferensi untuk membeli produk yang ramah lingkungan (Carson et al, 
2015). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pertanian kota (urban farming) 
yang diimplementasikan berdasarkan perspektif political ecology  melalui policy failure 
(kegagalan kebijakan) oleh kelompok binaan DKPP maupun market failure (kegagalan pasar) 
dari organisasi independen. Sehingga perlu untuk memaparkan perbedaan peran urban farming 
antara program pemerintah kota dan organisasi mandiri. Manfaat dari penelitian ini sebagai 
arahan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan praktek kegiatan pertanian 
melalui urban farming. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 
Pendekatan kualitatif deskriptif cocok digunakan dalam penelitian tipe kualitatif sebagai lensa 
atau perspektif teoritis untuk memandu penelitian (Creswell, 2014). Jenis data yang digunakan 
yaitu data primer hasil telaah dari observasi dan wawancara mendalam kepada ketua kelompok 
urban farming dan data sekunder didapatkan dari jurnal terkait. Observasi dilakukan dengan 
melakukan pengamatan langsung terhadap orang yang melakukan kegiatan pertanian 
perkotaan yang terpilih menjadi perwakilan dalam penelitian ini. Kami mengamati secara 
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langsung, praktik produksi pertanian. Kami juga mengidentifikasi pembagian pekerjaan yang 
dilakukan di kebun. Kami juga mengamati hasil kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh 
petani seperti hasil pembibitan tanaman dan kegiatan dalam memberikan nutrisi tanaman. 
Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke 
lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Penentuan informan menggunakan cara purposive 
sampling yang ditunjukan kepada ketua kelompok urban farming berdasarkan pengalaman dan 
pemahaman dalam pengelolaan urban farming. Besar kecilnya informan yang diambil 
ditentukan dari kejenuhan data dalam konsep kejenuhan teoritis ( Glaser dan Strauss, 1967; 
Strauss dan Corbin, 1998 dalam Thomson, 2011). 
 
Model Pertanian Perkotaan 
Model pertanian kota (urban farming) subsisten bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan sehari-hari. Berdasarkan sumber pembentukannya, model kegiatan di Kota Bandung 
dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu urban farming yang dibentuk oleh pemerintah 
kota dan dibentuk oleh organisasi independen. Berikut klasifikasi model urban farming yang 
dibentuk oleh pemerintah dan urban farming yang dibentuk secara mandiri oleh kelompok 
organisasi independen. 
Terdapat 194 kelompok Tani Kota yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota 
Bandung. Kelompok urban farming tersebar di 30 kecamatan di Bandung. Keuntungan yang 
diperoleh kelompok urban farming di bawah Pemerintah Kota Bandung adalah mendapatkan 
sarana pendukung media tanam, instalasi hidroponik, dan pembuatan green house. DKPP juga 
memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Untuk contoh kasus  pada 
Kelompok Wanita Tani Sa’uyunan (KWTS), DKPP menyediakan bibit, pembibitan, dan kolam 
ikan. Selain itu, lahan yang digunakan sebagai kebun perempuan petani Sa'uyunan merupakan 
lahan milik Pemerintah Kota yang merupakan sisa lahan parkir. Kelompok tani perkotaan di 
bawah binaan DKPP  harus membuat laporan kegiatan bulanan, keuangan, dan kerjasama. 
Beberapa informan yang diwawancarai peneliti menyatakan bahwa pembentukan 
kelompok berdasarkan Rukun Warga (RW). Motif sebagian besar anggota terlibat dalam 
kelompok urban farming adalah untuk menyalurkan hobi. Motif kesetaraan kepentingan ini 
rawan terjadi diskontinuitas karena tidak semua warga di RW memiliki minat yang sama dalam 
bercocok tanam. Oleh karena itu, beberapa kelompok urban farming yang ada mengalami 
kevakuman karena tidak ada warga yang berminat untuk melanjutkan seperti yang terjadi 
di Desa Sukawarna dimana pengelolaan urban farming harus dikelola oleh PKK. Namun 
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karena aktivitas anggota PKK, pengelolaan urban farming diambil alih 
oleh Kelurahan Karang Taruna Sukawarna. Oleh karena itu, DKPP Kota Bandung melakukan 
evaluasi untuk meninjau perkembangan kelompok urban farming setiap tahunnya. Kelompok 
petani perkotaan yang tidak aktif akan dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. 
DKPP telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan minat masyarakat 
perkotaan dalam menanam dengan mengadakan Bandung Agri  Market (BAM) dan 
pendistribusian bibit tanaman. BAM merupakan kegiatan yang merupakan media pemasaran 
hasil panen dan produk  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh 
kelompok tani perkotaan di bawah naungan DKPP Kota Bandung. Dengan adanya BAM  ini 
diharapkan anggota kelompok urban farming yang telah terbentuk dapat membangun semangat 
untuk mempertahankan kegiatan produksi kelompoknya. 
Motivasi yang dimiliki para aktivis dari urban farming independen adalah kesadaran 
kritis terhadap produk sayur dan buah di pasaran yang mengandung pestisida buatan yang 
berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Motif lainnya adalah untuk menghemat 
pengeluaran rumah tangga. Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan urban farming ini telah 
mengurangi pengeluaran rumah tangga karena rumah tangga hanya membeli beras dan lauk 
pauk sebagai konsumsi tambahan.   
Metode produksi urban farming organisasi independen menggunakan hidroponik, 
vertikultur, dan aquaponik. Bahan pangan yang dihasilkan oleh urban farming, meliputi: cabai, 
kangkung, stroberi, dan tomat. Preferensi pemilihan jenis tanaman didasarkan pada permintaan 
pelanggan. Anggota kelompok urban farming independen yang melakukan kegiatan penjualan 
memiliki motto: “ kualitas  di atas supermarket, harga di bawah supermarket” sebagai strategi 
pemasaran yang efektif untuk mendapatkan pelanggan.  Pelanggan tersebut berasal dari 
tetangga dan orang-orang yang sering berlalu lalang di sekitar kawasan urban farming. Saat 
ini, sayuran yang paling diminati oleh pelanggan adalah kubis, kangkung, dan daun 
bawang. Oleh karena itu, sebagian besar petani urban farming  juga memilih jenis tanaman 
tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa pertimbangan masyarakat urban farming independen 
didasarkan pada nilai komersial yang mempengaruhi perilaku produksi. 
Masyarakat urban farming independen mengolah lahan yang disediakan di sekitar 
lingkungan pemukiman dengan memanfaatkan pekarangan depan, pekarangan belakang, dan 
balkon. seperti: di Green HouseD’ Briliant Residence (GR D’ Brilliant R) dan Azziraiaeshan 
Farm (AF). 
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Beberapa perbedaan Urban Farming antara Pemerintah Kota dan Organisasi 
Independen  
Beberapa hal yang membedakan kegiatan urban farming oleh kelompok binaan DKPP 
Kota Bandung dengan organisasi independen mandiri. Inilah perbedaannya: 
A. Kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar 
Implementasi urban farming perlu dipahami dari perspektif ekologi politik untuk 
mengidentifikasi motivasi dari kegagalan kebijakan dan kegagalan pasar. Kegagalan kebijakan 
terjadi ketika kemampuan untuk menavigasi masalah yang ada telah jatuh (McConnell, 2015). 
Suatu kebijakan dapat dikatakan gagal karena kebijakan itu sendiri tidak dapat 
diimplementasikan secara memadai atau ketika suatu tujuan tidak mencapai target (Kerr dalam 
McConnell, 2015). Kegagalan kebijakan pada urban farming terjadi karena perbedaan antara 
pedesaan dan perkotaan, ini terkait dengan hubungan pedesaan-perkotaan yang tidak merata. 
Sementara, daerah perkotaan mengkonsumsi lebih banyak sumber daya, seperti: tanah, 
makanan, dan energi, tetapi tidak mengembalikan sumber daya ini. Ini menunjukkan bahwa 
kota membutuhkan lebih dari memberi (Edwards, 2014). Fenomena ketergantungan semakin 
terlihat ketika masyarakat perkotaan bergantung pada penggunaan sumber daya pedesaan 
sementara masyarakat pedesaan semakin terlibat dalam kegiatan non-pertanian (Tacoli, 1998). 
Fenomena ketergantungan pangan ini termasuk dalam kegagalan pemerintah untuk 
menyediakan sumber makanan berkualitas baik secara mandiri di daerah perkotaan. Realitas 
di daerah perkotaan yang terjadi adalah mahalnya harga tanah (Ellis 1998 dalam Bon, Parrot, 
dan Moustier, 2010). 
Urban farming oleh pemerintah daerah dilatarbelakangi oleh strategi untuk mengurangi 
ketergantungan pangan dari daerah lain. Pemerintah Kota Bandung kesulitan mengembangkan 
pertumbuhan pertanian konvensional di kotanya. Alhasil, ketergantungan pada sumber 
pasokan pangan dari daerah pinggiran kota sangat tinggi. Dinas Pangan dan Pertanian pada 
tahun 2019 telah mempublikasikan data bahan pangan di Kota Bandung yang dipasok dari luar 
Kota Bandung mencapai 96%. Oleh karena itu, fenomena ini disebut sebagai kegagalan 
kebijakan dimana kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota kurang berhasil 
dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Bandung. Realitas di perkotaan yang terjadi 
adalah mahalnya harga tanah (Ellis 1998 dalam Bon, Parrot, and Moustier, 
2010). Ketergantungan suplai pangan dari luar kota Bandung menyebabkan ketidakstabilan 
harga pangan. Respon kegagalan kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan mandiri tersebut 
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melalui inovasi urban farming yang dibentuk secara top down oleh Pemerintah Kota 
melalui DKPP. 
Urban farming juga dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Kota Bandung untuk 
menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Berdasarkan Survei Indeks Kota Layak Huni Kota 
Bandung, hanya ada empat kecamatan yang memiliki kawasan RTH dengan kategori sangat 
baik, yaitu di Kecamatan Arcamanik, Bandung Wetan, Coblong, dan Regol. Sedangkan 26 
kecamatan lainnya tergolong dalam kategori buruk dan sangat buruk. 
















1. Andir 14843 14393 3,71 0,4% 2.54 Sangat kurang 
2. Antapani 25155 20409 3,79 0,7% 4,21 kurang 
3. Arcamanik 682695 15118 5,87 11,6% 10,00 Sangat Layak 
4. Astanaanyar 483 363 2,89 0,0% 0,11 Sangat kurang 
5. Babakan Ciparay 3106 2973 7,45 0,0% 0,26 Sangat kurang 
6. Bandung Kidul 25621 20983 6,06 0,4% 2,68 Sangat kurang 
7. Bandung Kulon 6567 300 6,46 0,1% 0,64 Sangat kurang 
8. Bandung Wetan 286403 286156 3,39 8,4% 10,00 Sangat Layak 
9. Batununggal 26411 25939 5.03 0,5% 3,33 Kurang 
10. Bojongloa Kaler 4928 4197 3.03 0,2% 1,03 Sangat kurang 
11. Bojongloa Kidul 537 287 6,26 0,0% 0,05 Sangat kurang 
12. Buah Batu 24126 23976 7,93 0,3% 1,93 Sangat kurang 
13. Cibeunying Kaler 26101 4922 4,5 0,6% 3,68 Kurang 
14. Cibeunying Kidul 0 0 5,25 0,0% t / a t / a 
15. Cibiru 8669 8409 6,32 0,1% 0,87 Sangat kurang 
16. Cicendo 21824 16436 6,86 0,3% 2.02 Sangat kurang 
17. Cidadap 9128 10028 6,11 0,1% 0,95 Sangat kurang 
18. Cinambo 5945 5745 3,68 0,2% 1,02 Sangat kurang 
19. Coblong 249592 240559 7,35 3,4% 10,00 Sangat Layak 
20. Gedebage 0 0 9,58 0,0% t / a t / a 
21. Kiaracondong 3496 2182 6,12 0,1% 0,36 Sangat kurang 
22. Lengkong 54563 54563 5,9 0,9% 5,86 Kurang 
23. Mandalajati 92603 85000 6,67 1,4% 8,80 Layak 
24. Panyileukan 23964 11901 5,1 0,5% 2,98 Sangat kurang 
25. Rancasari 31906 31776 7,33 0,4% 2,76 Sangat kurang 
26. Regol 195381 195115 4,3 4,5% 10,00 Sangat Layak 
27. Sukajadi 29026 19.416 4,3 0,7% 4,28 Kurang 
28. Sukasari 38916 38185 6,27 0,6% 3,93 Kurang 
29. Sumur Bandung 53643 52164 3,4 1,6% 10,00 Layak 
30. Ujung Berung 7407 7067 6,4 0,1% 0,73 Sangat kurang 
Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatika, Perumahan dan Permukiman, Dinas Pertanahan dan 
Pertamanan Tahun 2017 
Hal tersebut menunjukkan bahwa RTH masih belum tercukupi di Kota Bandung. Dengan 
demikian, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam RTH diatasi dengan program urban 
farming.  
Sedangkan kegagalan pasar dalam konteks pertanian, salah satunya ditandai dengan 
peredaran produk pestisida ilegal di pasar dengan permintaan tinggi. Motivasi para pegiat dari 
urban farming organisasi independen adalah kesadaran kritis terhadap produk sayur dan buah 
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di pasaran yang mengandung pestisida buatan yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka 
panjang.  Penggunaan pestisida yang di atas standar dapat berdampak signifikan mencemari 
makanan, air minum, dan lingkungan (Zimba and Zimudzi , 2016). Hasil wawancara dengan 
pemilik AF menyatakan tidak percaya dengan produk nabati yang beredar di 
supermarket. Pemilik AF mengetahui proses produksi sayur mayur yang berasal dari pertanian 
hingga memasok ke supermarket. Tekanan kualitas produk yang diminta supermarket 
membuat petani menggunakan pestisida dan pupuk non organik untuk mengejar jumlah produk 
yang harus disimpan serta kualitas daun segar tanpa lubang.  
Oleh karena itu, ada oknum petani pemasok sayuran di supermarket yang menggunakan 
NPK dan pupuk urea untuk mengejar produktivitas dengan cara yang tidak membutuhkan 
banyak biaya, waktu, dan tenaga. Penggunaan pestisida kimiawi buatan, seperti: penggunaan 
organofosfat, karbamat, piretroid, dan organoklorin yang sering digunakan dalam pertanian 
perkotaan (Bon, Parrot, and Moustier , 2008) telah mendorong kesadaran penduduk di 
perkotaan untuk melakukan penanaman pangan. Berdasarkan pengetahuan tersebut, pemilik 
AF melakukan kegiatan urban farming dengan menghadirkan konsumsi sayur dan buah sehat 
yang jarang ditemui di pasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pasar gagal menjaga ketahanan 
pangan yang sehat dan bebas pestisida anorganik dalam rumah tangga, terutama pada pangan 
seperti sayuran. Sehingga produk campuran organik dan anorganik berpotensi beredar dan 
dipasarkan di supermarket. 
Fenomena kegagalan pasar terjadi pada dimensi urban farming di 
Bandung. Ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasar merupakan 
salah satu motif dominan munculnya urban farming bottom up oleh organisasi independen. 
Upaya menghadirkan produk yang sehat dan ramah lingkungan menjadi salah satu tujuan 
urban farming organisasi independen karena gagal menghadirkan pangan organik yang 
terjangkau oleh pasar.  
B. Sumber daya 
Sumber pemodalan urban farming yang dibentuk DKPP Kota Bandung adalah 
mendapatkan sarana pendukung sarana tanam, instalasi hidroponik, dan pembuatan 
greenhouse. DKPP Kota Bandung juga memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan 
kelompok. Misalnya, dalam kasus KWTS, DKPP menyediakan bibit, pembibitan, dan kolam 
ikan. Selain itu, lahan yang digunakan sebagai kebun  petani perempuan Sa'uyunan merupakan 
lahan milik Pemerintah Kota yang merupakan sisa lahan parkir. Kelompok tani perkotaan di 
bawah bimbingan DKPP harus membuat laporan kegiatan bulanan, keuangan, dan kerjasama. 
E-ISSN: 2615-7721 Vol 5, No. 1 (2021) 865 
P-ISSN: 2620-8512 
Situasi tak terduga terjadi dalam urban farming organisasi independen. Pemodalan urban 
farming yang dibentuk organisasi independen bersumber dari kontribusi anggota masyarakat 
koperasi dan dana bank. Modal yang dikeluarkan oleh petani urban farming dari masyarakat 
mandiri bergantung pada kreativitas masing-masing petani dalam mengalokasikan sumber 
daya yang tersedia. Untuk pembangunan GR D’ Brilliant R, dana yang dikeluarkan mencapai 
Rp. 10.000.000,-.  Itu karena mereka memanfaatkan pipa rancangan sendiri oleh urban 
farming organisasi independen. Sementara itu, ada kelompok urban farming organisasi 
independen yang menghabiskan Rp. 25.000.000- – Rp.50.000.000- untuk membangun rumah 
kaca dan instalasi hidroponik. Oleh karena itu, aspek penting yang harus dibutuhkan oleh 
organisasi independen untuk mengefisienkan biaya operasional adalah dengan mengetahui cara 
menggunakan kembali barang bekas menjadi barang-barang yang produktif. Pengetahuan 
terkait intervensi pengolahan organik juga penting sebagai upaya meminimalisasi biaya 
produksi pupuk dan pestisida. 
 
Kesimpulan dan Saran 
Pelaksanaan urban farming yang diimplementasikan berdasarkan perspektif political 
ecology diketahui dari policy failure (kegagalan kebijakan) dan  market failure (kegagalan 
pasar). Kegagalan kebijakan disebabkan kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah 
Kota kurang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung. Oleh 
karena itu dibutuhkan  inovasi  melalui urban farming yang dibentuk secara top down oleh 
Pemerintah Kota melalui DKPP. Sedangkan, kegagalan pasar terjadi pada urban farming di  
Kota Bandung dikarenakan ketidaknyamanan masyarakat terhadap produk yang beredar di 
pasar. Hal ini merupakan salah satu motif dominan munculnya urban farming bottom up oleh 
kelompok organisasi independen. 
Saran agar urban farming ini dapat mengarahkan kepada  sumber daya lahan dan air, 
peternakan, ekowisata, serta menjadi solusi untuk ketahanan pangan skala rumah tangga.  
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